KOMIST PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 39 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN ALAT PERLENGKAPAN DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN
LAINNYA UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009

Menimbang

Mengingat

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

bahwa berdasarkan ketenluan Pasal 142 ayal (1) dan ayal (2)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Permilihan Urmnum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyal, Dewan Perwakilan Daerab,
Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan
Rakyal Daerah Kabupaten/Kota, jenis perlengkapan pemungutan
suara lerdin atas kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan
suara, segel, alat untuk memberi tanda pillhan, dan tempat
pemungutan suara, sefla unluk menjaga kearmanan, kerahasiaan,
dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan
suara, diperlukan dukungan periengkapan lannya,

bahwa alal perengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya

a dimaksud pada hurul a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Komis! Pernilihan Urnum lentang Alat Perlengkapan dan
Dukungan Lainnya untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyal, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyal Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2009,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 lentang Pembentukan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4389) |

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4G33)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59,
Tarnbahan Lembaran Negara Rl Nomor 4721)

Undang-Undang Republik Indonesta Nomor 2 Tahun 2008 tentang

. Partai Politk (Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 2002

Tambahan Lembaran Negara Normor 4251) |

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umem
Anggata Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daeral (Lembaran Negara Nomor
51 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 37 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, sebagaimana
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20
Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan
Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2008 tentang
Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Tinta Keperluan
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Segel, untuk
Keperluan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2009;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2008
Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan
Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
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Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 139/SK/KPU/Tahun

2008 tentang Prakiraan Jumlah Badan Pelaksana dan Daftar
Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal
21 Desember 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN

PENGADAAN ALAT PERLENGKAPAN DAN DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

TAHUN 2009
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat
yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat
sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah
sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu
yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya
disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi
dan Kabupaten/Kota.
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8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh
KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau sebutan
lain, yang selanjutnya disebut kecamatan.

9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh
KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau sebutan
lain/kelurahan, yang selanjutnya disebut desa/kelurahan.

10. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh
KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.

11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok
yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan
suara.

12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut KPPSLN,
adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di
tempat pemungutan suara di luar negeri.

13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya
pemungutan suara.

14. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.

Pasal 2

Untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, disediakan alat perlengkapan dan dukungan
perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS/
TPSLN oleh KPPS/KPPSLN dan penghitungan suara oleh PPS, PPK/PPLN, KPU
Kabupaten/Kota, KPU Provinsi.

BAB Il
JENIS ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 3

Jenis alat kelengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemungutan
suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

1. Alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemungutan
suara dan penghitungan suara di TPS/TPS-LN, terdiri dari :

a. Alat untuk memberi tanda pilihan (Ballpoint);

b. Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;

c. Tanda pengenal KPPS/KPPSLN;

d. Tanda pengenal Petugas Keamanan TPS/TPSLN;

e. Tanda pengenal saksi;

f. Karet pengikat surat suara;

g. Segel Pemilu;

h. Lem/perekat kertas;

i. Tinta tanda khusus Pemilu;

j. Kantong plastik;

k. Ballpoint;

. Gembok;

m. Spidol;

n. Sticker nomor kotak surat suara;

0. Pedoman KPPS/KPPS-LN;

p. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
atau Daftar Calon Tetap Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta Il (luar negeri);

g. Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS/TPS-LN dan Daftar Pemilih Tambahan;

r. Alat bantu tuna netra (Pemilu anggota DPD), hanya untuk TPS;
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2. Alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan rekapitulasi
penghitungan suara di PPK terdiri dari :

a. Segel Pemiluy;

b. DCT DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
c. Lem/Perekat kertas;

d. Ballpoint;

e. Spidol;

f.

Kantong plastik.

3. Alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan rekapitulasi
penghitungan suara di PPLN terdiri dari :

Segel Pemilu;

DCT DPR;
Lem/Perekat;
Perangko luar negeri;
Ballpoint;

Spidol;

g. Kantong plastik.

~®Poo0OTp

4. Alat perlengkapan untuk pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di KPU
Kabupaten/Kota, yaitu Segel Pemilihan Umum.

5. Alat perlengkapan administrasi penghitungan suara di KPU Provinsi, yaitu Segel Pemilihan
Umum.

BAB Il
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN

Pasal 4

(1) Pengadaan alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan
pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi, kecuali :

a. Segel Pemilu;

b. Tinta Tanda Khusus Pemilu;

c. Daftar Calon Tetap Anggota DPR dan DPD;

d. Salinan Daftar Pemilih Tetap/Tambahan untuk TPS-LN;
dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU;

(2) Pengadaan perangko luar negeri dilaksanakan oleh PPLN.

(3) Alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemungutan
suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didistribusikan sampai
di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Jenderal
KPU.

(4) Alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemungutan
suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didistribusikan oleh
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS.

Pasal 5

(1) Pengadaan alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan
pemungutan suara dan penghitungan suara di PPLN dan TPS-LN, dilaksanakan oleh
Sekretariat Jenderal KPU sampai di PPLN.

(2) Alat perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemungutan
suara dan penghitungan suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
didistribusikan oleh Sekretariat Jenderal KPU kepada KPPS-LN melalui PPLN.
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Pasal 6

Namaljenis, kode, bahan, wama, ukuran, dan kebutuhan alat perlengkapan dan dukungan
perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS,
rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PP, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi serta
penetapan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud daiam Peraturan ini, adalah sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran Peraturan inr.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan inl mulal beriaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2008

KETUA,

ttd,

Prof. Dr. HA. HAFIZ ANSHARY, AZ, MA.
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ampican  Peraturan Komisi Pemilthan [lmum
Nomor 39 Tahun 2008
Tanggal 23 Desember 2008
MO, MAMA BAHAMN WARNA UKURAN KEBUTUHAN CATATAN
L TES
I [Alat Pembien cunda pililan Mezah kel 2 bunhtyilik TPS disedinian merah, jikoe tidak sds
(Ballpownt) i warma hitam
7 |Talbi pengika slit peroben Bepang Kasur, Putth ) By TPS. Taly pengikat jugn digunakan unmk @i
pilies @20 miguluag tcat randa peugeaal
7 [Tanda pengenal KPS Keras Ar Kaaotik Putih Hom x [7cm 7 bual/ TPS Kertas dilubang: dan diganomg
160 grfm2 uggunikan wli sepanjang | meter
gan benang kasur, (hcetk
4 [Tanda pengenal Pemgas Kertas Art Kootk Puush 1Mz 7cm I buat/TPS sdx
|Kesmanan TPS 160 grim2
§ |Tanda Pengenal Saks: Keomas Art Kanotik Putih % 17cm 50 bush/TFS sla
160 grim2
6 |Karet Pengikat Suras Suam Karet geizng Bebas ke |30 bual/TPS I kar=t per 25 55 +cadanpan 20 bh
7 |Segel Pemilu Kertas Berwarmm S ehom 38 lembar/ TPS
8  |Lemperckal kertas Perckat kerms Putih S0 | botot
2 [Tt Tanda Khusas Pemlu Tinta 30 2 botol
[Untuk Formulir CZ DPR. DPD. DPRD
v & DPRD Kab/Kotm (wiowmn besr).
10 [Kantong Plasnk Pasuk Trauspasan | 2z 42cn 5 buah sampul berisi BA. dan lnmpusn
DPR, DPD, DPRD Prov & DPRD
Kamtoag Plastik Plestik Hin | 22 x36am | buab/TPS Eg “""‘"":‘TPP";“M"“B
11 |Balipoint Himm kel 2 buab
12 |Gembok Logam Bebas sedang 1 bush/komk SS
13 |Spidol Hitam el B buah Untuk memalis perhitungan suam
Hitam besar 2 buah lasnmys
14 |Sticker Nomor Kotak Surat Putih B xlicm Ibuah/komk SS mihsan; DPR/DPIVDPRD
Kab/Kot: No TPS: No.
. PPS; PPIG dan KPU Kab/Kota
‘contoh terismpir)
15 IPade?PS Chamyz I1x18om | set WAITE Omnye
16 |DCT Anggota DPR, DPD, Kertes Cetalnn | Hitsm Putsh Plaso masing-masing | set/TPS
Provansi dan DPRD
Kab/Kom
17 [Sulivag Daftar Pemilih Tetap Kertas Cetakan Putih 30 seUTPS
unnik TPS dan Duflar Pemilih
[ Tambahan
18 |Alst bantu mna netra Kertas kaiton Ponh Menyesuslon | bush/TPS ok Pemalu anggota DPD. Dengan
bermbisioan huraf iiilcass / ukuran sesusi woarsn surst
braile DFD
IL | TPSLN
|  JAlst Pemberi tands piliban - Mezah leecil 2 bash/biR/ TPSIN i TPSLN disediakan merah, jika tidak
(Balipount) ganti warna hitam
2 |Tali pengikat aist pemnben Benang Kasur, Putih - I gnlung/TPS, ali pengikat juga digunskan untuk wh
|tands pilihan @20 r/gulung/TPSLN mnda pengznal
3 |Tends pengenal KPPSLN Kentas Art Kartotik 11 x 17cm 7 bush/TPSLN dilubang dan digantang
160 grim2 tall scpanjang | meter
beasng kasur, Dicstak.
4 |Tanda pengenal Pemugas Kertas Art Kestotik it x 17em 2 bush/TPSLN sda
[Keamanan TPSLN 160 gim2
5 |Tanda Pengenal Saksi Kertas Art Kastotik Mxcm 38 buab/TPSLN da
160 grm2
6 Peagilat Sumat Suam Karet gelang Bebas kecil 45 bual/TPSLN 1 ket per 25 SS + cadangan 10%
7 |Segel Pemiln Kermas 5 tbem 10 lembas TPSLN
8 kestas Perceat kertag Putih 50 cc 1 botoVTPSLN
9 |Tinta Tanda Khusus Pemilu Tinta 30cc 2 botol/TPSLN
i nat sarmpud berisi BA. dan lampiran
10 |Kaniong Plasuic Plastik Tmosparan | 12 x 42cm 2 bualVTPSLN PR dan 2 besar
untuk alat perlengkapan
[Kaatong Plastsk Plastik Hinm | 22 x36cm ! baald TPSLN tigmmalean i TPS =
utuk memuat > 500 surat suam di TPSLN
Kanong Plastik (Drop Bag) | Plastik Tebal/Terpal bebas menycsusikan | bualVTPSLN
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NO NAMA BAAN WARNA UKLRAN KEBUTUHAN CATATAN
Il |Ballpeint Himmn kecil 2 nmb TPSLN
12 |Gembok Logam Bebas SxScm | | busl/kotak SS/TPSLN B
13 [Spidol Himm kecil Z bual/TPSLN
Hitam besar 2 bualyTPSLN
14 Nomer Komk Sorat Pobh Dx 1 cm 1 bualvionk SSITPFSLN tlisan, DPR. No TPSEN, No
- PPLN; (contol terbampir)
|5_[redummw Ommye | 11 % I8em | set TISLN
16 |DCT Anggota DFR DAPIL 11| Kestas Cetakan | Hitun Putih Pluno
DK Inkarta
i7 Duflar Pommlih Tewap Kertas Cetakan Patih I set/TPSLN
TPSLN dan Daftar
Pexmiilih Tambmbhan
IL | PPK
| |Segel Pemiliban Umnem, Kestas Scmx 6 om 5 s=gel JUnmk ssompul BA =4 bh, Kotak 55 = 1,
cegel dilorun sccam terpizah dan segel
pntuk pemangutan suam di 195
2 Anggota DR DPD. Kertas Cemaican | Flitem Putih Plano masing-masing | s=t/PPK|
Provimsi dan DPRD
3 |Kantong Plastik Plastik Transparen | 32 x 42 cm 5 buah sasupul berist BA, dun bunpima
. DPRD Prov, DPRD Kab/Kata
untuk DA esas
4 |Lem/Perciot Pevokat putih 50 cefbotol | bowol
5 |Balipoint Hitam Kesil 2 bual/PPK
6 [Spidol Huzm Sedang | buah
. | reeN
| |Segel Pemilihan U Semx6ecm 9 segel 1 bh, Releapinaiasi | bh dilcrm ke
. BA ke PPLM | bb, BA ke KPU,
| bb
2 T Anggots DER Dapil I Kertas Cetakan. | Hitem Putih Plano masing - masig |
Jaloarta set/PPLN
3 |Kantong Plastik Plastik Trsnspecsn | 32 x 42 cm I buah Ww'm&'hm
3 Pereiat putih Wee 1 botwl |
5 _|Perangho huar negeri [5esumi kebutuban
6 |Ballpoint hitam kecil 2 brabs
7 |Spidol hitam sealang 2 bush
1 Pensliban U, Kertas Semxbom 28 segel - Utic sampul BA. Iz KPU Prov =4 bh
{keceali ontk TPS yang §- 24 bh sege! persily wik dikioom KPPS
neRueikan PPK/PPS, dengan ketentuan
8 kotnk Jumlah 4 segel untuk £ kuncl kotak suara
segel + 4 lembar) . 20 segel untuk sampul S5, S sampul ¥
kotak
1 Pemiliban Uam Kertas | | Scmx6om | 4 segel 1B
Dt wetapkan di Jalcarta
Pada tanggal 23 Desember 2008
KETUA,
nd

Prof Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA
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